PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2022

Menimbang

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki
integritas yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki

integritas perlu diberikannya tambahan penghasilan sebagai satu
bentuk penghargaan kepada pegawai aparatur sipil negara
maupun pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo yang
memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian
yang terukur dan berlaku menyeluruh;

. bahwa wuntuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan

kesejahteraan bagi pegawai aparatur sipil negara dan pejabat di
lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo dipandang perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 66 Tahun
2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5601);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 37);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



Menetapkan

21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan;

22.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1273);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2021 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022
Nomor 13);

25. Peraturan Bupati Tebo Nomor 162 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Aspek Penilaian kinerja, bobot maksimal 60% (enam puluh persen),
dengan rincian sebagai berikut:

a. bobot 60% (enam puluh persen) jika NCSKP lebih besar dari 90
dalam satu bulan;

b. bobot 45% (empat puluh lima persen) jika NCSKP lebih besar
dari 70 dan lebih kecil atau sama dengan 90 dalam satu bulan;

c. bobot 30% (tiga puluh persen) jika NCSKP lebih besar dari 50
dan lebih kecil atau sama dengan 70 dalam satu bulan;

d. bobot 15% (lima belas persen) jika NCSKP lebih besar dari 30
dan lebih kecil atau sama dengan 50 dalam satu bulan;

e. bobot 0% (nol persen) jika NCSKP lebih kecil atau sama dengan
30 dalam satu bulan.



(2) Ketentuan mengenai perhitungan NCSKP diatur dalam format
Lampiran II Peraturan Bupati ini dan dalam aplikasi SKP online
Pemerintah Daerah.

(3) Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerinta di lingkungannya mendapatkan nilai D, maka
seluruh ASN dalam lingkungannya akan diberikan punishment
berupa pemotongan TPP aspek penilaian kinerja sebesar 20% sesuai
jenjang tambahan penghasilan jabatan yang telah ditetapkan.

(4) Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di lingkungannya mendapatkan nilai A, Laporan
Keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan
Tingkat Maturitas SPI berada pada level III, maka seluruh ASN
dalam lingkungannya dapat diberikan reward berupa penambahan
TPP aspek penilaian kinerja sebesar 10% sesuai jenjang tambahan
penghasilan jabatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal & - % -2023

\PUPATI TEBO,

6 - 3 -2023

KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR....S....



Form -2

Bentuk Format Rekap Penilaian Kerja Bulanan

REKAP PENILAIAN KERJA BULAN :

PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

REKAP PENILAIAN KERJA BULANAN

Kepala Perangkat Daerah

NAMA
NIP.

Sekretaris Perangkat Daerah,

NIP.

NC SKP | NCSKP | NC SKP | NC SKP | NC SKP

NO NAMA NIP JABATAN KELAS >90-100 | >70-90 | >50-70 | >30-50 | 0-30
JABATAN

60% 45% 30% 15% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
S5 | Dst...
Diketahui oleh : Muara Tebho, . .iss cossisssesssse 2023




KET :

) A

NC SKP >90-100
= NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DENGAN SKOR >90 S/D 100 MENDAPATKAN TPP ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA 60%

. NC SKP >70-90

= NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DENGAN SKOR >70 S/D 80 MENDAPATKAN TPP ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA 45%

. NC SKP >50-70

= NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DENGAN SKOR >50 S/D 70 MENDAPATKAN TPP ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA 30%

. NC SKP >30-50

= NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DENGAN SKOR >30 S/D 50 MENDAPATKAN TPP ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA 15%

. NC SKP 0-30

= NILAI CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DENGAN SKOR 0 S/D 30 MENDAPATKAN TPP ASPEK PRODUKTIFITAS KERJA 0%
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